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Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam

rangka melaksanakan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf e angka 7 Undang- Undang Republik

Indone

Lampu

sia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten

ng Utara menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja
dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja

dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan;
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B. Dalam

rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung

Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara, bahwa:

1. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 tentang PDPB dapat dijabarkan sebagai

berikut :

1.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap

Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.

. Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat

pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau instansi terkait lainnya.

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

melalui:

a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau

b. pertemuan melalui media dalam jaringan.

Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan

terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen

autentik.

. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir
Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

2) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 tentang rekapitulasi hasil PDPB dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat

kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
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C. Imbauan:

. Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU

Kabupaten/Kota.

. Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-
PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.

. Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

KPU melalui KPU Provinsi.

. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model

A-Rekap Kabko-PDPB kepada:

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau

C. instansi terkait lainnya.

3) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 melalui:

a. laman KPU Kabupaten/Kota;
b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau

C. aplikasi berbasis teknologi informasi.

. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara:
a. Mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU  Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota; dan/atau

b. melalui surat elektronik.

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara

mengimbau KPU Kabupaten Lampung Utara pada Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB

Triwulan Il untuk:

1) KPU Kabupaten menyusun Daftar Pemilin hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi

pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:

a)
b)

C)

Bawaslu Kabupaten;

dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau

instansi terkait lainnya.
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2) KPU Kabupaten melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat
masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi

PDPB;

3) KPU Kabupaten menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam
Keputusan KPU Kabupaten;

4) KPU Kabupaten menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
a) Bawaslu Kabupaten;

b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil Kabupaten; dan/atau

C) instansi terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima

kasih.

PUTRI INTANSARI, SH, MH
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